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ABSTRACT
Background: WHO has designated COVID-19 as a World Pub-
lic Health Emergency. Success of the district level in handling
COVID-19 is determined by the efforts made in these 3 phases:
preparedness, response, and recovery. Sleman which has an urban
character has its own vulnerabilitie and resources in the COVID-19
pandemic situation.
Objective: This study aimed to obtain an overview of the prepared-
ness, response, and recovery in controlling COVID-19.
Methods: Qualitative research with a case study design in Sleman
using the WHO Practical Actions in Cities to Strength Preparedness
Checklist for the COVID-19 Pandemic and Beyond. The research
subjects are informants who play a role in Task Force. Data were
collected by means of documentation studies, observation, and
in-depth interviews. Data validation was done by triangulation of
sources and research data.
Results: Expert academics and communities are less involved.At
the beginning of the pandemic, risk communication was less than
optimal to form stakeholder awareness in the government and the
community, resulting in poor public compliance with health protocols
and public health measures. Mobility restrictions follow national
directives. However, compliance monitoring and enforcement of vi-
olations are weak. Testing and tracing capacity is still far below the
standard. The strategy to increase the capacity of COVID-19 beds
in hospitals does not anticipate a surge in cases, and the formation
of village shelters has not been maximized.
Conclusion: Planning and coordination require improvement by
taking into account existing vulnerabilities and involving all re-
sources in the community. Risk communication strategies need
to be strengthened according to changing situations and tailored to
specific targets using effective media. The government needs to
make adjustments to public health measures carefully, taking into
account the epidemiological situation, the capacity of the health
system, and the socioeconomic conditions of the community.

Keywords: community involvement, COVID-19 governance, health
service, public health emergencies

ABSTRAK
Latar Belakang: WHO menetapkan COVID-19 sebagai Kedaru-
ratan Kesehatan Masyarakat Dunia. Keberhasilan kabupaten dalam
penanganan COVID-19 ditentukan dengan upaya yang dilakukan
pada 3 fase: kesiapsiagaan, fase respons, dan fase pemulihan.
Kabupaten Sleman yang memiliki karakter perkotaan memiliki
kerentanan dan sumber daya tersendiri dalam situasi pandemi
COVID-19.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran ke-
siapsiagaan, respons, dan pemulihan Kabupaten Sleman dalam
pengendalian COVID-19.
Metode: Kualitatif dengan rancangan studi kasus di Kabupaten Sle-
man dengan menggunakan Check list Practical Actions in Cities to
Strenghten Preparedness for the COVID-19 Pandemic and Beyond
dari WHO. Subyek penelitian adalah informan yang berperan dalam
Satuan Tugas. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi, ob-
servasi, dan wawancara mendalam. Validasi data dilakukan dengan
triangulasi sumber dan data penelitian.
Hasil: Akademisi ahli dan masyarakat kurang dilibatkan. Komu-
nikasi risiko di awal pandemi kurang optimal membentuk kewas-
padaan stakeholder di pemerintah maupun masyarakat mengak-
ibatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan dan
tindakan kesehatan masyarakat kurang baik. Pembatasan mobilitas
mengikuti arahan nasional. Namun, pengawasan kepatuhan dan
penindakan pelanggarannya lemah. Kapasitas testing dan tracing
masih jauh di bawah standar. Strategi peningkatan kapasitas tem-
pat tidur COVID-19 di rumah sakit kurang mengantisipasi lonjakan
kasus dan pembentukan shelter kelurahan belum maksimal.
Kesimpulan: Perencanaan dan koordinasi memerlukan perbaikan
dengan memperhatikan kerentanan yang ada dan melibatkan selu-
ruh sumber daya di masyarakat. Strategi komunikasi risiko perlu
diperkuat sesuai perubahan situasi dan disesuaikan sasaran spe-
sifik menggunakan media efektif. Pemerintah perlu melakukan
penyesuaian tindakan kesehatan masyarakat secara hati-hati mem-
pertimbangkan situasi epidemiologi, kapasitas sistem kesehatan,
dan kondisi sosio-ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: kedaruratan kesehatan masyarakat, keterlibatan
masyarakat, tata kelola COVID-19, pelayanan kesehatan.
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PENDAHULUAN
Kapasitas sistem kesehatan mendapatkan tantan-

gan yang besar untuk mengelola COVID-19 yang dise-
but sebagai Public Health Emergency of International
Concern (PHEIC) merujuk pada International Health
Regulation.1 Sehingga, otoritas sistem kesehatan baik
di tingkat lokal, nasional maupun global harus men-
gelola sumber daya yang ada untuk memperkuat kesi-
apsiagaan pada setiap tingkatan pemerintahan bertu-
juan untuk tidak menjadikan pandemi COVID-19 ini
menjadi bencana yang multi-dimensi.2 Penanganan
kedaruratan COVID-19, otoritas pada level kota atau
kabupaten memiliki tanggung jawab tata kelola dan
kebijakan dalam penanganan kedaruratan COVID-19
di wilayah.3 Wilayah berkontribusi pada upaya penan-
ganan kedaruratan COVID-19 pada level yang lebih
tinggi.

Penelitian ini mengambil konteks penanganan
kedaruratan COVID-19 wilayah di Kabupaten Sle-
man karena Kabupaten Sleman memiliki pengalaman
menghadapi beragam ancaman bencana, khususnya
erupsi Gunung Merapi pada tahun 2006 dan 2010.
Berdasarkan pengalaman tersebut, otoritas Kabu-
paten Sleman kemungkinan telah memiliki kapasitas
yang teruji dalam kesiapsiagaan bencana diband-
ingkan kabupaten atau kota lain di Indonesia.4 Selain
itu, beberapa kajian terdahulu menunjukkan bahwa
dalam penanganan bencana alam, aktor-aktor dalam
pemerintahan, swasta, maupun masyarakat di Kabu-
paten Sleman telah berkolaborasi dalam membuat
kebijakan-kebijakan, berbagi tugas, serta melakukan
langkah-langkah yang membuat Kabupaten Sleman
menjadi wilayah yang lebih tangguh dalam meng-
hadapi bencana.5 Namun, pandemi COVID-19 mem-
berikan ancaman yang berbeda serta dampak yang
lebih luas dibandingkan dengan bencana alam.

Besarnya persentase populasi dengan faktor
komorbid6 COVID-19 seperti usia lanjut (14%),
hipertensi (12%) dan diabetes mellitus (5%)7 ditam-
bah dengan kelompok minoritas dan termarjinalkan8,
pekerja sektor informal, serta KK miskin (14%) dan
rentan miskin merupakan sebagian kerentanan yang
ada di Kabupaten Sleman. Menghadapi pandemi
COVID-19 membutuhkan Public Health Emergency
Management (PHEM) yang baik. PHEM adalah
sebuah bidang praktik yang mengacu pada penge-
tahuan, teknik, serta prinsip-prinsip pengorganisasian
untuk mencapai efektivitas tata kelola kejadian kedaru-
rat kesehatan yang kompleks dengan dampak kese-
hatan yang serius.9

Pandemi COVID-19 mulai terdeteksi di Kabupaten
Sleman pada bulan Maret 2020 dan hingga Juni 2021
angka kasusnya terus menunjukkan tren peningkatan.
Menurut rilis Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman,

hingga tanggal 30 Juni 2021 telah tercatat 22.787
orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, 637 di-
antaranya meninggal dunia.10

Dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran ke-
siapsiagaan, respon, dan pemulihan Kabupaten Sle-
man dalam pengendalian pandemi COVID-19, peneli-
tian ini melakukan pengukuran kesiapsiagaan otoritas
di level kota untuk menghadapi COVID-19. Penguku-
ran dilakukan dengan mengacu pada Check list Prac-
tical Actions in Cities to Strengthen Preparedness for
the COVID-19 Pandemic and Beyond yang diterbitkan
oleh WHO (panduan WHO). Penelitian ini diharapkan
dapat berkontribusi dalam upaya Kabupaten Sleman
memperkuat kesiapsiagaan menghadapi COVID-19
pada 4 area kunci yang menjadi otoritas pemerintah
lokal yaitu:

(1) Koordinasi,
(2) Komunikasi risiko serta keterlibatan masyarakat,
(3) Upaya atau tindakan kesehatan masyarakat,
(4) Pelayanan kesehatan untuk COVID-19, keber-

lanjutan pelayanan kesehatan esensial lain, dan
layanan esensial non-kesehatan lain.

METODE
Penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus

dengan desain single-case atau holistic study untuk
menggambarkan kesiapsiagaan Kabupaten Sleman
berdasarkan kebijakan dalam penanganan COVID-
19. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sle-
man, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneli-
tian dilaksanakan selama 6 minggu, pada bulan Juni
hingga Juli 2021. Data dikumpulkan dengan studi
dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam.
Wawancara mendalam dengan menggunakan Check
list Practical Actions in Cities to Strengthen Prepared-
ness for the COVID-19 Pandemic and Beyond.

Subyek penelitian dipilih secara purposive sam-
pling, dengan kriteria yang telah ditentukan atau
mewakili penelitian yang dilakukan11. Kriteria sub-
jek penelitian adalah bertugas di wilayah Kabupaten
Sleman dan berperan dalam penanganan COVID-
19 sebagai pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan,
maupun monitoring dan koordinasi sejak Februari
2020 hingga Juni 2021. Sehingga, terdapat, dela-
pan stakeholder pembuat kebijakan terkait penan-
ganan COVID-19 dan stakeholder. Sedangkan, ob-
jek penelitian ini adalah seluruh kebijakan-kebijakan
yang diterbitkan oleh stakeholder pembuat kebijakan
terkait penanganan COVID-19 di Kabupaten Sleman,
baik yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman,
Organisasi Perangkat Daerah, maupun Satuan Tu-
gas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman yang
memenuhi kriteria inklusif dan eksklusif. Variabel
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dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Koordinasi dan perencanaan lokal;
2) Komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat;
3) Tindakan kesehatan masyarakat;
4) Layanan kesehatan;
5) Kesiapsiagaan;
6) Respons, dan
7) Pemulihan.

Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan
hasil studi dokumentasi dengan variabel penelitian,
melakukan coding transkrip hasil wawancara, men-
gelompokkan coding serupa, dan mencocokkan data
dari studi dokumentasi maupun wawancara dengan
Check list Tindakan Praktis Daerah Untuk Mem-
perkuat Kesiapsiagaan, Respons, dan Recovery
Penanggulangan Pandemi COVID-19 dari WHO. Val-
idasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan
data penelitian.

HASIL
Pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat 22.787 ka-

sus terkonfirmasi positif COVID-19 dengan 637 kasus
kematian10. Pola transmisi COVID-19 di Kabupaten
Sleman telah memasuki fase penularan komunitas
meluas12,13, yang ditandai dengan peningkatan jum-
lah kasus yang lebih cepat dibandingkan dengan kap-
asitas pelacakan kontak dan penemuan kasus. Mere-
spons pandemi COVID-19, semenjak bulan Febru-
ari 2020 hingga Juni 2021 Pemerintah Sleman telah
menerbitkan 58 kebijakan.

Kebijakan yang dikeluarkan cenderung agresif di
semester pertama pandemi, ketika angka kasus har-
ian belum tinggi. Akan tetapi, memasuki semester
kedua pandemi, angka kasus mengalami lonjakan,
justru jumlah kebijakan yang diterbitkan pemerin-
tah Kabupaten Sleman sempat mengalami stagnasi
berdasarkan jumlah kebijakan. Jumlah kebijakan naik
pada akhir semester kedua Bulan Januari 2021 yaitu
periode mulai terjadinya lonjakan kasus. Sedangkan
pada Bulan Juni 2021, Kabupaten Sleman mengalami
lonjakan kasus harian tertinggi dalam 1,5 tahun pan-
demi, situasi ini menurunkan kapasitas sistem ke-
sehatan dan meningkatkan kerentanan masyarakat
khususnya kelompok rentan dan populasi dengan fak-
tor komorbid.

Aspek Perencanaan dan Koordinasi
Terdapat dua kegiatan pada aspek perencanaan

koordinasi yang sudah dilakukan dengan baik, meliputi
kegiatan di seluruh fase yaitu mewaspadai ancaman
bahaya lain yang kemungkinan terjadi bersama pan-
demi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Sleman telah

memiliki rencana kontinjensi bencana alam yang telah
disesuaikan dengan situasi pandemi. Pada fase re-
spons terdapat satu kegiatan yang telah berstatus
baik, yaitu kegiatan pemetaan titik masuk utama seba-
gai jalur darurat untuk distribusi obat-obatan dan kebu-
tuhan esensial lain jika diperlukan. Sedangkan, masih
terdapat dua kegiatan yang belum dilakukan pada fase
kesiapsiagaan, yaitu pengujian kapasitas respon ben-
cana.

Secara keseluruhan pada aspek perencanaan dan
koordinasi terdapat 28 tindakan yang sudah dilakukan.
Namun masih membutuhkan perbaikan. Tindakan
mebutuhkan perbaikan ini tersebar di seluruh fase
berikut: (8 tindakan), kesiap-siagaan (15 tindakan), re-
spon (4 tindakan) dan pemulihan (1 tindakan). Selain
itu, terdapat tiga perbaikan mendasar yang perlu men-
dapat perbaikan khusus pada fase kesiap-siagaan, re-
spon dan pemulihan, yaitu:

1) Kurang optimalisasi potensi dukungan beragam
stakeholder termasuk relawan dan komunitas,

2) Kurang optimalisasi keterlibatan epidemiolog
dalam fase penanganan sehingga penanganan
pandemi berlum berdasarkan kebijakan dengan
pertimbangan epidemiologis,

3) Koordinasi dalam melakukan pemantauan dan
penindakan yang tegas dan berkesinambungan
sejak awal pandemi hingga Juni 2021 masih
lemah,

4) Kelompok rentan dan kelompok yang mengalami
kendala penerapan protokol dalam penanganan
pandemi belum menjadi prioritas,

5) Rencana operasional dan implementasi un-
tuk vaksinasi COVID-19 memerlukan perbaikan
karena jumlah dan kualitas layanannya belum
dapat memenuhi target yang ditetapkan.

Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat
Komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat telah

dilakukan dengan baik, yaitu:

1) Penggunaan pesan dan visual yang mudah di-
pahami,

2) Pelibatan media lokal dalam penyebarluasan pe-
san kesehatan masyarakat dan

3) Perkembangan situasi dan penanganan COVID-
19 setiap hari,

4) Memastikan pemerintah tidak turut menyebar in-
fodemic.

Hanya terdapat satu tindakan yang belum di-
lakukan pada aspek ini, dari beberapa aspek lain,
aspek komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat
memiliki kemajuan berarti. Namun, masih terdapat 11
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tindakan komunikasi risiko dan pelibatan masyarakat
yang belum dilakukan dengan baik oleh pemerintah
yang dapat di rangkum menjadi tiga tindakan utama,
terdiri dari: 1) penyampaian pesan komunikasi risiko
oleh pemerintah perlu mendapat perbaikan karena
belum mencontohkan penerapan protokol kesehatan
yang baik dalam media sosial serta belum mengop-
timalkan peran tokoh dan kelompok relawan untuk
diseminasi informasi, identifikasi dan pengurangan
dampak khususnya pada kelompok rentan; 2) pemer-
intah belum melakukan pemilihan informasi atau pan-
duan berdasar kategori kelompok kerja, kelas sosial,
pendidikan; 3) pemerintah belum memberi perhatian
serius pada promosi ketahanan baik individu (kese-
hatan mental) dan solidaritas masyarakat yang men-
galami fragmentasi selama masa pandemi.

Tindakan Kesehatan Masyarakat
Pada aspek tindakan kesehatan masyarakat ter-

dapat lebih banyak tindakan yang memerlukan per-
baikan, yaitu 20 tindakan. Sedangkan, tindakan yang
sudah dilakukan dengan baik adalah penggunaan
materi edukasi yang sederhana dan akurat dalam
edukasi protokol mencuci tangan dan etiket perna-
pasan yang baik. Sebanyak 18 dari 20 tindakan
meliputi seluruh fase dan respons memerlukan per-
baikan yang meliputi: 1) kolaborasi dengan otori-
tas lokal untuk memastikan tersedianya fasilitas dan
dukungan penerapan protokol kesehatan dan memas-
tikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan; 2)
keterlibatan sektor bisnis, usaha dan transportasi
dalam penerapan protokol kesehatan; 3) kurangnya
dukungan bantuan sosial maupun psikososial, serta
penjangkauan bagi kelompok rentan dan marginal (ko-
rban KDRT, anak terdampak pandemi, anak di panti
asuhan dan lanjut usia serta orang dengan gang-
guan jiwa maupun orang terdampak kesehatan mental
karena pandemi).

Sedangkan, pada fase pemulihan terdapat dua
tindakan yang memerlukan perbaikan, yaitu upaya
penggunaan evaluasi atau pertimbangan berbasis
bukti untuk mengurangi dampak sosial ekonomi pada
masyarakat dan penyesuaian kebijakan pelonggaran
pembatasan sosial. Pemerintah Sleman juga belum
melakukan lima tindakan yang dapat dirangkum men-
jadi: 1). dukungan bagi kelompok yang akan atau
telah kehilangan rumah atau ruang usaha akibat pan-
demi; 2 panduan pengasuhan bagi kelompok rentan
(lansia dan anak); dan 3) panduan mobilitas yang
aman dan sesuai dengan protokol kesehatan.

Layanan kesehatan, layanan kesehatan esensial
dan layanan penting lainnya Pada aspek layanan ke-
sehatan, pemerintah perlu melakukan perbaikan pada
layanan kesehatan esensial dan layanan penting lain.

Terdapat 21 tindakan yang perlu diperbaiki dan dua
tindakan sudah dilakukan dengan baik yaitu: memas-
tikan Alat Pelindung Diri (APD) diprioritaskan untuk
tenaga kesehatan dan pekerja publik dan manajemen
pemulasaraan dan pemakaman jenazah pasien atau
suspect COVID-19 yang aman dan baik. Sedangkan,
tiga tindakan yang belum dilakukan seluruhnya berada
pada fase respons. Sebanyak 15 dari 21 tindakan
yang memerlukan perbaikan diantaranya terkait den-
gan layanan kesehatan. Sedangkan enam tindakan
berada pada layanan penting lain, khususnya terkait
keberfungsian layanan publik atau non kesehatan, ke-
berlanjutan barang dan jasa dan kegiatan penting.

Hal yang perlu diperbaiki pada layanan kesehatan
meliputi:

1) Rencana dan upaya memastikan keberlangsun-
gan layanan kesehatan esensial khususnya bagi
kelompok rentan;

2) Perawatan bagi pasien COVID-19 dan non
COVID-19 di faskes,

3) Ketersediaan tempat tidur yang memadai di fasil-
itas kesehatan dan tempat isolasi;

4) Intensifikasi tes dan pelacakan;
5) Perencanaan penambahan infrastruktur kese-

hatan, tenaga kesehatan;
6) Optimalisasi fasilitas di luar faskes dan industri

untuk mendukung respons (barang dan jasa ke-
sehatan).

PEMBAHASAN
Perencanaan dan Koordinasi

Instruksi Bupati Sleman No 16/ INSTR/ 2021
tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro di Kabupaten
Sleman untuk Pengendalian Penyebaran COVID-
1914 tidak menjelaskan pengawasan dan penindakan
pelanggarannya. Sehingga, peraturan tersebut tidak
mendorong masyarakat mematuhi aturan.15 Sesuai at-
uran hukum Indonesia, mekanisme denda membu-
tuhkan pengaturan pada level peraturan daerah. Se-
hingga, instruksi atau peraturan yang dikeluarkan oleh
kepala daerah bukan mekanisme hukum dan kebi-
jakan yang tepat.

Pada satu setengah tahun penerapan pembat-
asan sosial, pemerintah daerah tidak melakukan pe-
mantauan dan surveilans yang serius dan sistema-
tis. Hal ini tidak selaras dengan himbauan pemerin-
tah pusat untuk pengetatan bahkan cenderung pem-
biaran. Kebijakan rencana operasional bersama untuk
berbagai fase yang mengacu pada Keputusan Menteri
Kesehatan16 memberi dasar untuk respons bencana.
Namun, kebijakan tersebut lemah dalam implemen-
tasi dan pemantauan. Kebijakan pemerintah dalam
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tiga semester bencana cenderung merupakan pen-
gulangan.Model kepemimpinan yang dikembangkan
dalam Satgas COVID-19 kurang mampu mendorong
koordinasi dan respon cepat lintas sektor. Dinas kese-
hatan belum memiliki strategi khusus untuk memper-
luas jangkauan vaksinasi.

Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat
Pemkab perlu memastikan komunikasi risiko yang

dilakukan seluruh stakeholder memiliki pesan akurat,
konsisten, dan menjangkau seluruh masyarakat. Ko-
munikasi risiko melalui pesan kesehatan masyarakat
yang kuat tidak dibangun sejak awal menyebabkan
masyarakat tidak memahami karakter, risiko, dampak
dan mitigasi pandemi.

Pesan informasi kesehatan berlaku umum, tidak
ditemukan adanya informasi pencegahan COVID-19
yang disesuaikan dengan karakter audiens, misal-
nya: karakter pendidikan-literasi, tipe atau kelom-
pok pekerja, dan bagi komunitas sesuai kerentanan
atau marginalitasnya. Terdapat inisiatif pelibatan jejar-
ing relawan pada kader puskesmas yang mengalami
kendala membendung hoax. Optimalisasi peran dan
pelibatan kelompok relawan dan tokoh lokal belum di-
lakukan.

Tindakan Kesehatan Masyarakat
Kerja sama dengan otoritas terkait, stakeholder lin-

tas sektor dan kelompok relawan dalam perencanaan
tindakan kesehatan masyarakat masih memerlukan
perbaikan. Perencanaan dan penyesuaian tindakan
kesehatan masyarakat mengikuti arahan kebijakan
nasional dan provinsi. Namun, pelaksanaan monitor-
ing masih lemah. Misalnya: pada kebijakan penye-
diaan fasilitas cuci tangan di kantor-kantor pemerin-
tah, tempat publik, hingga di kecamatan dan kelurahan
masih ditemukan fasilitas yang kurang baik. Selain itu,
pada sektor transportasi, bisnis atau usaha kepatuhan
masyarakat masih lemah dan juga pengawasan masih
kurang.

Tindak lanjut pelanggar protokol kesehatan baru
dilakukan lebih kuat menjelang penerapan PPKM
Darurat pada akhir Juni 2021. Penggunaan evalu-
asi berbasis bukti untuk mengurangi dampak sosial
ekonomi pada masyarakat dan menyesuaikan kebi-
jakan pelonggaran pembatasan sosial belum optimal
dilakukan. Sehingga, beberapa dampak dari kebi-
jakan dan pelonggaran bagi kelompok rentan kurang
terantisipasi. Bantuan sosial yang diatur dalam Perat-
uran Bupati Sleman Nomor 20.2 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Tunai jumlahnya
terbatas. Penjangkauan dan dukungan psikososial
bagi kelompok rentan dan marginal belum dilakukan
dengan mengoptimalkan peran kelompok relawan dan

beragam masyarakat sipil.
Layanan Kesehatan, Layanan Kesehatan Esensial,

dan Layanan Penting Lainnya Penyusun dan pemba-
gian rencana operasional pengelolaan pasien COVID-
19 di fasilitas kesehatan dan masyarakat masih
memerlukan perbaikan. Informasi pada aplikasi dan
sistem informasi sering tidak sesuai dengan kondisi
di lapangan karena faskes tidak melakukan up date
data. Sehingga, pemerintah melakukan membuat ko-
ordinasi rujukan melalui Whatsapp Grup RS di Sle-
man.

Pada Mei 2021, pemkab memiliki 26 RS rujukan
COVID-19 di wilayahnya, namun dengan status Bed
Occupancy Rate (BOR) Tempat Tidur (TT) COVID-19
sebesar >80%. Sehingga, pemerintah perlu menam-
bah kapasitas dengan mengkonversi minimal 40% dari
total kapasitas tempat tidur yang dimiliki dan menam-
bah kapasitas ICU sebanyak 25% dari kapasitas
tempat tidur yang dikonversikan untuk perawatan16.
Pemkab tidak memiliki dokumen rencana maupun
kerja sama pemindahan pasien COVID-19 dan pasien
lain ke daerah lain jika rumah sakit di wilayahnya
kelebihan beban. Namun, Pemkab berkoordinasi den-
gan RS di luar Sleman dan luar DI Yogyakarta yang
memiliki sisa tempat tidur untuk pasien COVID-19.17

Pemkab juga tidak memiliki rencana khusus untuk
merespons lonjakan kasus dengan menambah jumlah
tenaga kesehatan. Hal ini menyebabkan RS Daru-
rat Respati baru aktif Bulan Juli 2021 karena terk-
endala pengadaan SDM dan puskesmas yang keku-
rangan tenaga kesehatan. Strategi identifikasi ka-
sus suspect, pemeriksaan kesehatan, pengetesan
dan pelacakan kontak, Pemerintah Kabupaten Sleman
mengikuti Pedoman Pencegahan dan Pengendalian
COVID-19 yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020.
Namun, permintaan tes PCR yang melebihi kapasitas
menyebabkan pemkab hanya menggunakan tes anti-
gen saja untuk tracing kontak mulai dari Bulan Januari.
Meskipun standar testing mengalami penurunan , na-
mun jumlah testing harian dan pelacakan kontak yang
dilakukan masih jauh dari target yang ditetapkan pada
Bulan Juli 2021.18

KESIMPULAN
Berdasarkan Check list Practical Actions in

Cities to Strengthen Preparedness for the COVID-
19 Pandemic and Beyond, Pemerintah Sleman telah
melakukan total 89 dari 102 tindakan. Sebanyak
12 tindakan belum dilakukan dan satu tindakan tidak
menjadi prioritas. Dari total tindakan yang telah di-
lakukan, sebanyak 80 tindakan belum sesuai dengan
pedoman dan 9 tindakan dinilai baik.

Secara umum, inisiatif tindakan pemerintah
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berfokus pada tindakan perencanaan dan koordinasi
yang merupakan aspek kunci. Sehingga, beberapa
hambatan pada aspek ini mempengaruhi tiga as-
pek lainnya. Pada fase kesiapsiagaan, peran koor-
dinasi dan kepemimpinan dalam satgas untuk mere-
spons perubahan situasi krisis bencana kesehatan
yang dinamis kurang optimal. Pemantauan belum di-
laksanakan secara tegas dan konsisten sejak awal
karena koordinasi dan kolaborasi lintas OPD dan
stakeholder lemah.

Tidak ada simulasi pengujian rencana operasional
penanganan COVID-19, menggambatkan kapasitas
OPD melakukan koordinasi dan respon sesuai fase
kedaruratan bencana kesehatan kurang. Potensi
dukungan epidemiolog kurang dioptimalkan menye-
babkan strategi dan kebijakan penanganan juga ku-
rang sesuai. Selain itu, inisiatif di tingkat ko-
munitas untuk pengurangan risiko bencana kurang
mendapat dukungan manajemen pengelolaan inisi-
atif masyarakat. Dukungan dari pemerintah ter-
hadap inisiatif bersifat sporadis, tidak ada dukun-
gan anggaran dan kebijakan. Komunikasi risiko
tidak dilakukan dengan kuat pada masa awal pan-
demi menyebabkan kewaspadaan masyarakat ter-
hadap pandemi kurang. RS dan puskesmas men-
galami lonjakan kasus dan lonjakan beban dan tidak
mendapat dukungan anggaran pemerintah daerah un-
tuk penambahan jumlah SDM maupun logistik. Hal
ini menyebabkan keterbatasan SDM kesehatan, BOR,
APD, obat-obatan.
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